BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab empat di depan, maka diperoleh

kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1.

Reformasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak di KPP Pratama Sleman. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Sig.
sebesar 0.481 > 0.05, sehingga hipotesis 1 (Hal) ditolak.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di
KPP Pratama Sleman. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Sig. sebesar 0.000
< 0,05, sehingga hipotesis 2 (Ha2) diterima.

Reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara
simultan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
dengan nilai F hitung sebesar 62.835 dengan Sig. F hitung sebesar 0.000.
Reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara
simultan dapat menjelaskan sebesar 55.5% dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak sedangkan sisanya sebesar 44.5% dijelaskan oleh

faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan di atas penulis memberikan

saran sebagai berikut:

1.

Struktur Organisasi
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KPP Pratama Sleman perlu mempertimbangkan perbaikan
struktur organisasi yang dimiliki dengan mempersingkat prosedur
pelayanan terhadap wajib pajak agar efektif dan efisien,
meningkatkan kecakapan petugas pajak agar pelayanan yang
diberikan kepada wajib pajak dapat optimal.

Strategi Organisasi

KPP Pratama Sleman hendaknya meninjau kembali strategi
sosialisasi yang telah diterapkan, pengukuran kepuasan wajib pajak
agar feedback yang diperoleh dapat dijadikan sebuah pertimbangan
dalam pengambilan keputusan, sehingga strategi yang digunakan
dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pada wajib pajak.
Budaya Organisasi

KPP Pratama Sleman meningkatkan pengukuran kinerja dan
kode etik petugas pajak agar tidak menimbulkan persepsi negatif pada

wajib pajak sehingga good corporate governance dapat terwujud.
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